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	Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksana Pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Penerapan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membentuk karakter siswa yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah, pendidik, dan lembaga-lembaga pendidikan nonformal perlu terus bekerja sama dan berkomitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia. Dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi perkembangan karakter, sehingga anggota masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis dengan tetap memperhatikan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan norma-norma sosial di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan Bersama. Perumusan tujuan pendidikan nasional di Indoensia setidaknya memerlukan beberapa landasan pendidikan nasional. Sehingga diharapkan tujuan tersebut serat akan makna, diantara landasan tersebut adalah, landasan relegius, landasan ilmiah teknologi, landsan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan sosiologis, landsan psiklogis, dan landasan kultur.
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INTRODUCTION 
Pendidikan Pancasila menjadi landasan moral dan etika yang kuat untuk membimbing generasi muda kita di era yang penuh dengan banyak tantangan dan dinamika sosial saat ini, dengan memasukkan pendidikan Pancasila sebagai bagian penting dari kurikulum sekolah, tujuan akhir adalah untuk memberi siswa pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai dasar Pancasila. Membangun karakter adalah suatu pekerjaan yang tidak instan dan dilakukan secara simultan. Akan tetapi, pekerjaaan ini membutuhkan sebuah proses lama yang bersinergi. Menanamkan nilai-nilai karakter bukan sekedar memberikan pemahaman atau interpretasi secara definisi, tapi substansinya adalah berada pada ranah aktualisasi seperti memberlakukan pembiasaan dan memberikan keteladanan bagi peserta didik.  Menumbuhkan nilai karakter sesungguhnya berawal dari keimanan dan pemahaman atas eksistensi sebagai manusia, ia mengenal dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bertugas untuk mengabdi dan membangun misi mulia di atas permukaan bumi demi kemaslahatan dirinya, orang lain dan alam sekitarnya.
Pendidikan dalam pembentukan karakter adalah upaya sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu. Tujuannya agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan pada dasarnya adalah membentuk karakter peserta didik.  Tujuan dari pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan Nasioanal berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
Disisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal  1 ayat (1) dan (2) yaitu ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sebagaimana diketahui bahwa setelah perubahan UUD 1945, telah diatur sedemikian rupa mengenai pendidikan nasional. Rangkaian perubahan demi perubahan atas UUD 1945 dimaksudkan sebagai upaya reformasi konstitusi dalam rangka penyempurnaannya menuju konstitusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi bangsa dan Indonesia (Janpatar Simamora, 2014 : 549).
Ini artinya adalah sangat jelas bahwa pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap individu, terlebih pendidikan sejak dini terhadap anak-anak dari kalangan yang memiliki keterbatasan ekonomi.Indonesia merupakan negara dengan sumber daya manusia yang melimpah, namun apabila sumber daya manusia itu kurang diperhatikan maka tidak menutup kemungkinan Negara Indonesia menjadi Negara yang sulit untuk lebih maju lagi. Terutama masalah pendidikan khususnya di beberapa daerah terpencil memang selalu menjadi sorotan dan bahan pembicaraan banyak orang, meski sudah sering di angkat kedalam media masa dan sebagainya, masih saja sering terbaikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah terlebih pemerintah pusat, ini terjadi bukan hanya disatu daerah saja, melainkan hampir mencakup seluruh bagian daerah terpencil yang ada di Indonesia ini.
Dasar, fungsi dan tujuan Pendidikian Nasional tertuang dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:  
Pasal 2 : Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3 : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serat peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerrdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
Kemudian tentang Hak dan kewajiban warga negara, orang tuan dan masyarakat tertuang dalam pasal 5 , 6, 7 dan 8 sebagai berikut:  Pasal 5:  
1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan yang khusus. 
3. Warga masyarakat di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 
Pasal 6 
1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan peyelenggaraan pendidikan. 
Hak dan kewajiban orang tua (Pasal 7) 
1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya 
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya 
Hak dan Kewajiban masyarakat dalam pasal 8 : Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dalam hal hubungan antara hukum ( UU ) dengan Sistem Pendidkan Nasional di atas, patut diperhatikan  pendapat Hernando De Soto dalam bukunya: “ The Other Path”  bahwa rancangan undang-undang akan disertai analisis biayamanfaat  atau “cost-benefit analysis” dari kemungkinan pengaruhnya  dibidang sosial ekonomi.  
	Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalam undang-undang ini memberikan arti bahwa suatu penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat  memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan penddikan. Undang-Undang Pendidikan Nasional seyogyanya harus mengakomodir seluruh jenis pendidikan yang ada di Indonesia dan melakukan perubahan untuk perbaikan secara berkala agar suatu sistem dapat baik dalam pelaksanannya. Pendidikan hukum merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang  terdapat dalam sistem pendidikan nasional kendatipun tidak tersirat secara langsung, karena tidaklah boleh suatu sistem hanya bersifat otonom terhadap suatu ilmu pengetahuan ataupun pendidikan tertentu tanpa menghiraukan cabang ilmu pendidikan lainnya. 
	Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (Preambule) alinea ke empat tertulis: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatau Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..” 
	Dari penggalan alinea keempat tersebut diatas maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Bung Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) ini kemudian diikuti oleh pasal 31 yaitu:
1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.
	Saat ini setelah Undang Undang Dasar 1945 telah diamandemen maka pada amandemen keempat yang disahkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002, maka Bab XIIInya diubah berjudul Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan, sebelum diamandemen pengaturan pendidikan juga terdapat di Bab XIII dengan judul Pendidikan yang juga memuat 2 (dua) pasal antara lain Pasal 31 tentang pendidikan, Pasal 32 tentang kebudayaan. Meskipun hanya berubah judul bab dan memuat 2 (dua) pasal yang sama baik sebelum dan sesudah diamandemen tetapi amandemen keempat ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Untuk lebih jelasnya akan dituliskan isi dari pasal 31 setelah diamandemen, antara lain :
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****)
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib rnembiayainya.****
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.***
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

RESEARCH METHODS 
	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis. Data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa teks-teks akademik dan berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. Dalam beberapa hal, untuk lebih memperjelas, juga digunakan bahan-bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi. Bahan-bahan hukum dimaksud diperoleh dan dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 
1. Sistem Pendidikan Nasional Dalam Konsef Negara Hukum
	Negara dapat diartikan sebagai asosiasi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common weal) . Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires) (Miriam Budiardjo, 1996 : 45).
	Melalui pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita (tujuan) luhurnya untuk membentuk suatu pemerintaban negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
	Ketika pendidikan secara internasional telah diakui sebagai hak fundamental dan pada tingkat nasional telah pula ditegaskan sebagai bagian dari hak konstitusional, komitmen konstitusional terhadap pendidikan menjadi sangat penting, bukan hanya secara praktis tetapi juga simbolis. Inilah penjelasan mengapa diskursus mengenai pendidikan, beserta hal-hal yang terkait di dalamnya, tidak pernah absen dibahas dalam periode waktu tertentu. Tidak sulit menemukan berbagai ulasan mengenai kelemahan berbagai aspek pendidikan di Indonesia dari berbagai referensi. Hal itu sungguh dapat dimengerti mengingat pendidikan diyakini sebagai jalan, bahkan satu-satunya jalan, menuju pencerdasan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa jelas bukan hanya berarti menjadikan setiap warga negara mampu membaca dan menulis. Makna cerdas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahkan diartikan suatu kesempurnaan perkembangan akal budi (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya). Pencerdasan yang hendak dicapai sesuai cita-cita negara ini pula bukan hanya sebatas individu-individu saja, namun secara kolektif yang dibahasakan dengan kata ‘Bangsa’.
	Konstitusi kita memberikan tempat pada derajat yang begitu tinggi untuk memastikan negara menghadirkan jaminan warga negaranya mendapatkan pendidikan. Pasal 31 UUD NRI 1945 mengamanahkan:
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
	Pendidikan dapat dikategorikan sebagai hak dasar individu-individu warga negara Indonesia dan sekaligus hak konstitusional dengan penegasan dalam konstitusi itu. Mengingat salah satu fungsi utama UUD NRI 1945 sebagai konstitusi adalah memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar terutama untuk warga negara, maka pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menuntut perlindungan dari negara, sekaligus penghormatan dan pemenuhannya. 
	Sistem Pendidikan Nasional telah diatur secara lengkap dalam hukum negara, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Realitanya, perkembangan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses  belajar mengajar maupun  hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal (Muntoha, 2016  : 1). Dengan inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan model sistem pendidikan nasional yang sama maka sering sekali banyak hal yang dikorbankan seperti pelaksanaan Ujian Nasional yang silih berganti penetapan statusnya. 
	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan sebagai berikut:
· Setiap warga negara  berhak mendapatkan Pendidikan 
· Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
· Pemerintah mengusahakan dan menyelengggarakan satu sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan & ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 
· Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan nasional. 
· Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
	Ketidakjelasan pendidikan hukum mengakibatkan pada banyaknya interpretasi terkait pelaksanaan pendidikan hukum di Indonesia, untuk merubah konsep pemikiran pendidikan hukum dalam sistem pendidikan nasional memerlukan beberapa tahapan-tahapan yang hal ini dapat dikategorisasi sebagai pendidikan hukum ‘bukan suatu proses yang otonom’, melainkan: “Suatu proses yang tertuntut secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya politik yang yang bersangkut-paut dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendayagunakan hukum guna meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada di ranah hukum dan/atau ranah keadilan."
2. Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Sistem Pendidikan Yang Berlandaskan Pancasila
	Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pendidikan (Guru). Sebagi salah satu negara berkembang, pendidikan di Indonesia  terus berbenah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Usaha pebaikan pendidikan di Indonesia merupakan usaha untuk mengubah pandangan negara lain bahwa negara berkembang kurang baiknya manajemen sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan tingkat kecakapan administratif agar mendukung mereka menjadi negara yang maju. Karena itu bisa dikatakan bahwa setiap tujuan negara berkembang memiliki kemiripan, yaitu diantaranya adalah :  memenuhi standar minimum pendidikan, kesehatan, perumahan dan makanan bagi masyarakat. 
	Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata pendididkan sebagaimana tercantum dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,     yang berbunyi: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar   Negara Indonesia tahun1945. Peran Pancasila dalam Pendidikan tentulah sangat penting di Indonesia, karena Pancasila memiliki  peran penting dalam pembentukan karakter melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara juga merupakan falsafah hidup bagi seluruh warga negara Indonesia karena nilai-nilai makna yang terkandung dalam pancasila sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila merupakan suatu hal yang mendasar bagi setiap kehidupan  warga negara untuk dijadikan sebuah patokan atau pegangan dalam menjalin kehidupan  sebagai  warga  negara yang baik atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan  nilai-nilai Pancasila dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan sebuah tolak ukur akan keberhasilan dari implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara nyata nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam proses pembelajaran karena penerapan nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada siswa mampu menguasai materi, namun yang terpenting adalah bagaimana cara menanamkan nilainilai Pancasila dalam diri siswa sehingga anak didik memiliki karakter dan pola tingkah laku yang baik.
	Salah satu pokok masalah yang dihadapi bangsa ini untuk memasuki era globalisasi adalah kondisi Sumber daya manusia (SDM) yang relatif rendah yang dicermati dari pemilikan latar pendidikannya. Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak, terlebih dalam suasana krisis multidimensi yang terjadi saat ini, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas. Untuk itu pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini para peraku pembangunan pendidikan berupaya untuk menaikkan derajat mutu pendidikan Indonesia agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja dengan menyesuaikan pembangunan pendidikan itu sendiri.
	Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran melalui pendidikan sangat penting karena pendidikan nasional pada dasarnya berfungsi mengembangkan kemampuan  dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan   menjadi   warga   negara   yang   demokratis   serta   bertanggung   jawab (Pasal 3 UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Diharapkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, maka akan membentuk manusia yang berpendidikan, berpengetahuan, dan berkarakter. Adapun konteks kehidupan global, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selain harus meneguhkan keadaban Pancasila juga harus membekali peserta didik untuk hidup dalam kancah global sebagai warga dunia (global citizenship). Hal ini dikarenakan warga negara tidak hanya hidup dalam lingkungan nasional tetapi juga hidup dengan bangsa lain dalam pergaulan Internasional. Selain itu, perlu disadari bahwa di dunia ini tidak hanya ada kita, akan tetapi ada orang lain yang bermukim di seluruh belahan dunia. Maka, kita harus banyak mempelajari tentang pendidikan warga global (Hakop Walangadi, Elmia Umar, Kian Palilati, 2020). 
	Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk membentuk karakter dan sikap positif pada siswa agar dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek pendidikan, baik formal maupun nonformal, sangat penting untuk diwujudkan (Azlina et al., 2021). 
	Upaya penerapan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila telah menjadi fokus utama dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membangun karakter siswa yang lebih baik, serta memperkuat identitas nasional. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara sistematis kepada siswa dan membantu mereka dalam memahami arti dan relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

CONCLUSION 
	Landasan filosofis Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan Tingkat dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif tetapi lebih penting pencapaian afektif. Lebih jauh lagi pencapaian nilai budaya sebagai landasan filosopis bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indoensia, tujuan pendidikan nasional telah mengalami beberapa perubahan, hal itu disebabkan banyak hal, salah satu alasannya adalah pemenuhan kebutuhan pada waktu itu. Semisal pada tahun 1945 tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan warga negara yang sejati yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara dan bangsa Indonesia. Adapun tujuan pendidikan Nasional sekarang adalah tujuan pendidikan nasional yang telah termaktub dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangakn kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan  untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
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